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ABSTRAK

Analisis implementasi system manajemen mutu ditinjau dari audit internal pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan.

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis implementasi system manajemen mutu ditinjau dari audit internal ditinjau dari audit internal pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dimana akan dilihat penerapan ISO 9001:2008 melalui kasus audit internal. Hasil penelitian adalah Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 pada  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan sudah berjalan relatif baik. Hasil ini didapat dari temuan-temuan hasil audit yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian-ketidaksesuaian yang ditemukan bersifat tidak serius atau dapat dikatakan tidak mengganggu proses bisnis dari Pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan. Selain itu ditemukannya ketidaksesuaian ini dapat dimaklumi sebab filosofi dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 adalah improvement. Sehingga selalu perlu adanya perbaikan-perbaikan terhadap sistem manajemen mutu yang ada.
Kata kunci : sistem manajemen mutu

ABSTRACT

Analysis of the implementation of a quality management system in terms of internal audit at the Institute of Education Quality Assurance (LPMP) South Sumatera. The research objective was to determine and analyze the implementation of a quality management system in terms of internal audit in terms of internal audit at the Institute for Education Quality Assurance (LPMP) South Sumatera. This research is a qualitative study. This study uses a case study where the application of ISO 9001:2008 will be seen through the case of internal audit. The results are implementation of the quality management system ISO 9001:2008 on Quality Assurance Institute of Education (LPMP) South Sumatera has been running relatively well. These results are derived from the findings of the audit showed that the mismatch-discrepancy is found not to be serious or may be not disrupt business processes of Party Education Quality Assurance Agency (LPMP) South Sumatera. Besides the discovery of this discrepancy can be understood because the philosophy of quality management system ISO 9001:2008 is improvement. So it is always the need for improvements to the existing quality management system.
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1. PENDAHULUAN
Latar Belakang

Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik pada pemerintah memerlukan kreativitas, inovasi, dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang pelayanan publik. Beberapa Instansi/lembaga pemerintahan dimana pimpinan beserta jajarannya mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, telah menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Sementara itu masih banyak Instansi/lembaga pemerintahan yang belum menunjukkan kemajuan sebagaimana diharapkan.

           Berdasarkan pengalaman, adanya pelayanan yang prima pada unit pelayanan merupakan salah satu faktor pendorong guna memotivasi dan meningkatkan kinerja unit pelayanan tersebut. Pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara merupakan bentuk dari pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik (public services) meliputi aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Sebagai bagian dari sistem kenegaraan dengan konstitusi yang pekat dengan norma keadilan, ekonomi Indonesia dicirikan oleh ruang lingkup pelayanan publik yang sangat luas. Sayangnya, pelayanan publik yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat tidak ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik yang demokratis. Karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang kurang dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. 

Gejala kurang baiknya pelayanan aparatur pemerintahan terhadap masyarakat salah satunya akibat adanya ketidakefisienan proses pelayanan terhadap masyarakat yang menyebabkan buruknya pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Salah satu bentuk ketidak efisienan pelayan publik tersebut adalah kurang atau tidak jelasnya prosedur pelayanan sehingga masyarakat merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah berbelit-belit dan panjang. Karena itu pola ketidak efisienan ini akan membuat kesan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi tidak baik. 

Masalahnya kemudian adalah bagaimana membuat prosedur-prosedur yang efektif sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Sejalan dengan itu, prinsip market oriented organisasi pemerintahan harus diartikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (aparatur) harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Demikian juga prinsip catalitic government, mengandung pengertian bahwa aparatur pemerintah harus bertindak sebagai katalisator dan bukannya penghambat dari kegiatan pembangunan, termasuk di dalamnya mempercepat pelayanan masyarakat. 

Sebagai suatu badan pelayanan publik dalam bidang pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan, sangat membutuhkan suatu sistem manajemen mutu yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan memenuhi keinginan masyarakat. Sistem manajemen mutu ini sangat dibutuhkan sebab Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan mempunyai prosedur kerja dan pelayanan yang harus dikelola dengan baik. 

Salah satu bentuk dari sistem manajemen mutu yaitu ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 sebagai salah satu Sistem Manajemen Mutu yang telah diakui dunia internasional yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari ISO 9001:1994 yang telah diterapkan banyak perusahaan di seluruh dunia, memiliki prinsip dasar yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, yaitu kepuasan pelanggan dan peningkatan yang berkesinambungan. ISO 9001:2008 merupakan landasan dasar untuk dapat menerapkan Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) yang tujuan akhirnya adalah untuk kepuasan semua pihak yang terkait dalam suatu bidang usaha, yaitu pelanggan, pemegang saham, pegawai, sosial, suplier, dan pemerintah.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah melaksanakan dan mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Untuk memastikan apakah Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka dipandang perlu dilakukan audit internal untuk untuk memantau Sistem Manajemen Mutu (SMM) tersebut.
Berdasarkan pengamatan pihak LPMP telah melaksanakan audit internal tetapi hasilnya belum dikaji secara mendalam. Selain itu terjadi beberapa pekerjaan yang kurang mengikuti prosedur yang telah ditentukan, sehingga menjadi suatu temuan ketidak sesuaian.
Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengamatan, pihak LPMP telah melaksanakan audit internal tetapi hasilnya belum dikaji secara mendalam. 

2. Selain itu terjadi beberapa pekerjaan yang kurang mengikuti prosedur yang telah ditentukan, sehingga menjadi suatu temuan ketidak sesuaian.

3. Pada unit tertentu terlihat bahwa sistem penyimpanan dokumen tidak teridentifikasi dengan baik.

4. Beberapa prosedur belum ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru.
5. Hasil rekomendasi untuk tindakan koreksi dan pencegahan tidak maksimal ditindak lanjuti untuk perbaikan untuk unit yang bersangkutan.

6. Hasil pengamatan terlihat beberapa kegiatan tidak sesuai dengan prosedur mutu yang telah ditetapkan oleh pihak LPMP.
7. Tidak tercapainya beberapa sasaran mutu dari beberapa unit kerja.

8. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan konsumen tidak dianalisis dengan mendalam sehingga perbaikan terhadap pelayanan kurang maksimal.
9. Hasil pelaksanaan audit internal kurang ditindak lanjuti dengan baik, sehingga perbaikan sistem manajemen mutu kurang maksimal. 
Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah  di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana implementasi sistem manajemen mutu ditinjau dari audit internal pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan.?”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem manajemen mutu ditinjau dari audit internal pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan.
Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Sebagai masukan dan informasi  bagi pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu.

2. Digunakan sebagai masukan bagi masyarakat umum, ataupun   akademis dalam mendalami ilmu manajemen mutu. 
3. Berguna  sebagai  bahan  penelitian  lanjutan  dengan  objek          penelitian yang sama.
2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Manajemen Mutu

Menurut Heizer dan Render (Zakiyah, 2006) yang diadopsi dari American Society of Quality Control pengertian mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Sedangkan menurut Siswanto (2005.195) mutu adalah suatu kondisi dinamik yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan definisi berdasarkan ISO 9001. mutu adalah derajat atau tingkatan karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan.  

Pengertian Manajemen Mutu (Quality Manajemen) menurut Miranda dan Tunggal (2003;157) adalah: “Keseluruhan metode untuk mengatur mutu dalam suata organisasi  meliputi produk, jasa, kinerja proses dan sumber daya manusia.” Masih menurut Miranda dan Tunggal (2003;157) manajemen mutu menggabungkan trilogi mutu untuk menyukseskan semua program perbaikan yang meliputi perencanaan mutu, pengendalian mutu dan perbaikan mutu yang dilaksanakan melalui kerja tim. Revolusi mutu yang dimulai sejak paruh kedua abad ke-20 di Jepang, sebetulnya sudah dimulai jauh sebelumnya, dan Deming dianggap telah memberikan sumbangan terbesar terhadap gerakan mutu. Intisari manajemen mutu Deming terdiri dan dua bagian. Pertama, Hindari Tujuh Penyakit Mematikan. Kedua, Ikuti Empat Belas Butir Prinsip Mutu (Widodo, 2011; 12). Keduanya dilaksanakan dalam siklus proses yang dikenal sebagai Siklus PDCA, yaitu: 

a. PLAN : Rencanakan proses mutu yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan; 
b. DO: Implementasikan PLAN di atas dengan konsisten; 
c. CHECK : Monitor jalannya proses, kemudian lakukan evaluasi untuk perbaikan; 
d. ACT : Integrasikan tindakan perbaikan di atas ke dalam PLAN pada siklus berikutnya
Prinsip Manajemen Mutu sebagaimana yang dikemukakan Masaake Imae (Widodo, 2011; 15) yang ditulis dalam bukunya berjudul 10 QC Maxims yang kemudian juga menjadi acuan dalam standar ISO 9001 (Widodo, 2011, 15). Initisari dari sepuluh prinsip itu dapat dijelaskan secara singkat : 
1. Terapkan PDCA dalam Setiap Tindakan. Pengendalian dan perbaikan mutu merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang harus dijalankan secara sistematis dengan menerapkan pendekatan manajemen (PDCA) PLAN, DO, CHECK and ACTION (Urutan Prioritas) dari setiap Karakteristik.
Setelah memahami ekspektasi pelanggan terhadap karakteristik mutu produk, kita dapat melanjutkan pertanyaan tentang bagaimana kepentingan relatif ( urutan prioritas ) dari setiap karakteristik itu. 
2. Kendalikan kegiatan sejak awal. Pengendalian mutu hendaknya dilakukan sejak awal atau sedini mungkin pada setiap proses, sebab keterlambatan pengendalian akan menjadi penerobosan yang tidak perlu yang sebenarnya dicegah. 
3. Jangan menyalahkan orang lain. Sikap menyalahkan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Bila ditemukan masalah, jangan mencari siapa yang bersalah tetapi pikirkanlah penyebab terjadinya masalah dan temukan langkah-langkah perbaikannya. 
4. Bertindak berdasarkan prinsip prioritas. Prinsip prioritas adalah prinsip mengutamakan yang utama, atau mendahulukan yang penting dalam melakukan suatu tindakan. Sebelum bertindak, pertimbangkan tingkat kepentingan dari apa yang akan dilakukan. Bila tindakan itu terkait dengan pemecahan masalah, prioritas hendaknya diberikan pada masalah yang paling penting atau paling besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan. 
5. Proses berikutnya adalah Pelanggan. Pelanggan adalah proses berikutnya yang menerima atau menggunakan jasa atau produk dari proses sebelumnya. Konsep hubungan pelanggan-pemasok ini bisa diaplikasikan secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, setiap proses adalah pelanggan saat menerima hasil kerja dari unit lain. Secara eksternal semua mata rantai produk, mulai dari distributor, agen, pengecer sampai pembeli atau pemakai langsung suatu produk atau jasa adalah termasuk dalam pengertian hubungan pelanggan-pemasok. 
6. Setiap Tindakan Perbaikan Diikuti Pencegahan. Tindakan koneksi adalah tindakan awal untuk menghilangkan fenomena dari suatu kondisi yang tidak diinginkan. Kondisi yang tidak diinginkan adalah masalah. Misalnya terjadi penyimpangan berat produk. Setelah penyimpanagan dikoreksi, selanjutnya perlu dianalisa secara lebih teliti sampai ditemukan akar penyebab yang paling dalam. Bila akar penyebab telah dapat diidentifikasi, maka selanjutnya dipikirkan alternatif cara yang paling efektif untuk mencegah terulangnya masalah yang sama. Tindakan koreksi dan tindakan pencegahan idealnya dilakukan bersamaan terhadap suatu masalah. 
7. Berbicara berdasarkan Data. Data adalah dasar untuk melakukan suatu tindakan. Dalam penyelesaian masalah data menjadi landasan bertindak agar keputusan yang diambil tepat dan benar. 
8. Perbaikan Diawali dengan Penetapan Sasaran. Tujuan dari suatu tindakan haruslah jelas dan ditentukan sejak awal agar efektivitas tindakan dapat dinilai secara objektif. Sistem manajemen mutu ISO 9001 mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan. Dikatakan : sasaran-sasaran mutu, termasuk sasaran lainnya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian produk ditetapkan pada unit-unit fungsional pada berbagai tingkatan dalam perusahaan. Sasaran mutu dibuat spesifik dan sejalan dengan kebijakan mutu. 
9. Market in Concept. Konsep dasar merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan produk dengan memfokusakan perhatian pada kebutuhan pasar, bukan pada apa yang mampu diproduksi atau dibuat oleh perusahaan. Hampir sama dengan konsep fokus pelanggan, konsep pasar lebih menekankan pada kebutuhan pasar. Sebelum memproduksi secara massal sebaiknya perusahaan meneliti kebutuhan pasar.Secara lebih fokus kebutuhan pasar berarti melihat kebutuhan, persyaratan, harapan, calon pelanggan pada segmen yang menjadi target. 
10. Biasakan Mencatat, Membuat Prosedur dan Menetapkan Standar. Menyediakan prosedur tertulis dan penetapan standar mutu/hasil kerja harus selalu dijadikan kebiasaan dalam setiap kegiatan, sehingga tindakan pengendalian dan peningkatan mutu dapat lebih konsisten dan mudah dilakukan.
Sistem Manajemen Mutu Standar ISO 9001:2008

Sistem Manajemen Mutu seri ISO 9001 merupakan kelompok standar sistem mutu yang sangat populer di dunia yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang berkedudukan di Geneva, Switzerland (Widodo, 2011; 9). Standar ini dikembangkan untuk membantu organisasi, dari semua jenis dan ukuran, untuk menerapkan dan rnengoperasikan sistem manajemen mutu yang efektif. 

Standar Internasional ini menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu dimana suatu organisasi :
a) perlu menunjukkan kemampuannya untuk menyediakan secara konsisten produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan perundang — undangan dan peraturan yang berlaku 

b)  bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk proses peningkatan sistem secara berkelanjutan dan jaminan kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan dan perundang — undangan dan peraturan yang berlaku

Semua persyaratan dan Standar Internasional ini adalah mutu dan dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada semua organisasi, tanpa menghiraukan jenis, ukuran dan produk yang dihasilkan. 

Jika ada persyaratan Standar Internasional ini yang tidak dapat diterapkan karena sifat organisasi dan produknya, maka dapat dipertimbangkan untuk pengecuaIian. Bila pengecualian dilakukan, maka klaim kesesuaian terhadap Standar Internasional ini hanya dapat diterima jika pengecualian terbatas pada persyaratan pasal 7, dan pengecualian itu mempengaruhi kemampuan, atau tanggungjawab, organisasi untuk menyediakan produk yang memenuhi persyaratan peIanggan dan perundang-undangan dan peratuan yang berlaku.

Karena sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 merupakan sistem manajemen mutu yang berfokus pada proses dan pelanggan, maka pemahaman terhadap persyaratan-persyaratan dan ISO 9001:2008 akan membantu organisasi dalam menetapkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu secara sistematik untuk memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dan peningkatan proses terus-menerus (continious process improvement). Berikut klausul-klausul yang perlu diperhatikan oleh manajemen organisasi (Gaspersz, 2006; 25) :

1. Klausul satu tentang Ruang Lingkup. 
Ruang lingkup ISO 9001: 2008 telah dikembangkan atau diperluas. Dalam hal ini persyaratan-persyaratan standar telah menekankan untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui efektivitas dan aplikasi sistem mutu, termasuk proses-proses untuk meningkatkan terus-menerus dan jaminan kesesuaian.

2. Klausul dua tentang Referensi Normatif. 
Klausul ini hanya memuat referensi-referensi dan ISO 9001:2008. 

3. Klausul tiga tentang Istilah dan Definisi.  
Klausul ini menyatakan bahwa istilah dan definisi-definisi yang diberikan dalam ISO 9000:2008 (Quality Management System —Fundamental and Vocabulary). 

4. Klausul empat tentang Sistem Manajemen Mutu. 
Klausul ini lebih menekankan pada kebutuhan untuk peningkatan terus-menerus (continual improvment). Manajemen organisasi harus menetapkan langkah-langkah untuk implementasi sistem manajemen mutu 9001:2008. 
5. Klausul lima tentang Tanggung Jawab Manajemen. 
Klausul ini menekankan pada komitmen dan manajemen puncak menuju perkembangan dan peningkatan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Klausul ini juga “memaksa” keterlibatan manajemen puncak dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan, menetapkan kebijakan untuk mutu, menetapkan tujuan-tujuan mutu, perencanaan sistem manajemen mutu, menetapkan tanggung jawab dan wewenang organisasi, mengangkat secara formal seorang yang mewakili manajemen dan menjamin proses komunikasi internal yang tepat, serta harus melakukan peninjauan ulang sistem manajemen mutu

6. Klausul enam tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. 
Klausul ini menyatakan bahwa suatu organisasi hasus menetapkan dan memberikan sumber-sumber daya yang diperlukan secara tepat, personel yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas harus didefinisikan dalam sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 serta memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pendidikan yang relevan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman. 

7. Klausul tentang Realisasi Produk. 
Klausul ini menyatakan bahwa organisasi harus menjamin bahwa proses realisasi produk berada di bawah pengendalian agar memenuhi persyaratan produk.
8. Klausul delapan tentang Pengukuran, Analisis dan Peningkatan. 
Menurut klausul ini organisasi harus menetapkan rencana-rencana dan menerapkan proses-proses pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan yang diperlukan agar menjamin kesesuaian dan produk, menjamin kesesuaian dan sistem manajemen mutu dan meningkatkan terus-menerus efektivitas dan sistem manajemen mutu. 
Dokumentasi memungkinkan terjadinya komunikasi tentang maksud dan konsistensi tindakan. Pemakaian memberi sumbangan pada: 

a) pencapaian kesesuaian dengan persyaratan pelanggan dan perbaikan mutu, 

b) penyediaan pelatihan yang sesuai
c) keterulangan dan ketertelusuran

d) pemberian bukti objektif. dan 

e) evaluasi keefektifan dan kestabilan berlanjut dan sistem manajemen mutu. 

Pembentukan dokumentasi hendaknya bukan sasaran akhir tetapi hendaknya merupakan kegiatan pertambahan nilai. Jenis-jenis dokumen berikut dipakai dalam sistem manajemen mutu: 

a) dokumen yang memberi informasi konsisten. baik internal maupun eksternal. Tentang sistem manajemen mutu organisasi; dokumen tersebut dinamakan pedoman  mutu; 

b) dokumen yang menguraikan bagaimana sistem manajemen mutu diterapkan pada suatu produk, proyek atau kontrak tertentu; dokumen tersebut dinamakan rencana mutu;

c) dokumen yang menyatakan persyaratan; dokumen tersebut dinamakan spesifikasi; 
d) dokumen yang menyatakan rekomendasi atau saran; dokumen tersebut dinamakan  panduan;

e) dokumen yang memberi informasi tentang bagaimana melaksanakan kegiatan dan proses secara konsisten; dokumen seperti itu dapat mencakup prosedur terdokumentasi, initruksi kerja dan gambar; 

f) dokumen yang memberi bukti objektif dan kegiatan yang dilakukan atau hasil yang dicapai; dokumen seperti itu dinamakan rekaman. 
Tiap organisasi menentukan sejauh mana dokumentasi diperlukan dan media yang dipakai. Ini bergantung pada faktor-faktor seperti jenis dan besarnya organisasi, kerumitan dan interaksi prosesnya, kerumitan produk. persyaratan pelanggan, persyaratan peraturan yang berlaku, kemampuan personel yang diperagakan, dan sejauh mana perlu peragaan terpenuhinya persyaratan sistem manajemen mutu.

Dokumentasi sistem manajemen mutu harus mencakup hal-hal berikut ini :
a Pernyataan yang terdokumentasi dan kebijakan mutu dan sasaran mutu
b Pedoman mutu
c Prosedur terdokumentasi dan rekaman yang disyaratkan oleh standar Internasional ini
d Dokumen, termasuk rekaman yang ditentukan oleh organisasi sebagai kebutuhan untuk menjamin keefektifan perencanaan, operasi dan pengendalian dan proses-prosesnya.

Jika istilah “prosedur terdokumentasi” muncul dalam Standar Internasional ini, itu berarti prosedur perlu ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara. Dokumen tunggal dimungkinkan untuk memenuhi persyaratan untuk satu atau lebih prosedur. Persyaratan untuk prosedur terdokumentasi bisa dicakup oleh lebih dan satu dokumen. 

Cakupan dan dokumentasi sistem manajemen mutu dapat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya,  karena :

a) Ukuran organisasi dan jenis kegiatannya

b) Kompleksitas proses-proses dan interaksinya
c) Kompetensi karyawan
Dokumentasi dapat dalam bentuk atau medium jenis apa saja. 
Organisasi harus menetapkan dan memelihara pedoman mutu yang mencakup :

a) Ruang lingkup sistem manajemen mutu, termasuk perincian dan pembenaran adanya pengecualian 

b) Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu, atau merujuk kepadanya, dan 

c) Gambaran interaksi antara proses-proses dan sistem manajemen mutu.

Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Kerangka Pemikiran
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2. METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu Melihat dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dimana akan dilihat penerapan ISO 9001:2008 melalui kasus audit internal.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan. pada periode Desember 2012 – Januari 2013.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan. 

b. Studi lapangan. 
c. Wawancara.

d. Observasi. 
Informan

Informan penelitian adalah kepala LPMP, Wakil Manajemen Mutu, sekretaris ISO dan Koodinator urusan.
Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan audit internal. Metode ini digunakan untuk menganalisis sejauhmana penerapan sistem manajemen mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan dilihat berdasarkan standar ISO 9001:2008
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian berupa audit internal yang dilakukan  untuk mengetahui apakah sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai prosedur,  Hasil audit yang dilakukan menunjukkan tidak ada temuan yang termasuk kategori serius, semua temuan bersifat tidak serius. Di kategorikan temuan tidak serius di karenakan bahwa  ketidaksesuaian yang ada tidak mengganggu proses bisnis atau kegiatan inti dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan. Tetapi walaupun tidak ditemukan temuan yang serius, ketidaksesuaian ini harus diperbaiki agar sistem dapat berjalan sesuai dengan standar sistem manajemen mutu. (widodo, 2010)
Hasil dari temuan ketidak sesuaian ini untuk selanjutnya akan dibahas satu persatu. Pembahasan akan diawali terhadap Pihak manajemen, dan akan dilanjutnya kepada seksi-seksi dan subbag umum.
1. Manajemen  

Berdasarkan hasil audit di pihak manajemen di dapat hasil bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan telah menetapkan kebijakan mutu, visi dan misi serta tujuan dan fungsinya. Pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan telah melakukan identifikasi dan penyimpanan yang melindungi dokumen-dokumen atau rekaman-rekaman pada organisasi ini. Dokumen-dokumen atau rekaman-rekaman ini perlu dilakukan identifikasi, penyimpanan dan perlindungan dengan baik sehingga saat dibutuhkan  dokumen-dokumen atau rekaman-rekaman dapat ditemukan dengan cepat dan pengembaliannya akan ditempatkan pada lokasi yang sesuai. Pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan telah juga menetapkan prosedur mutu pengendalian dokumen dan prosedur mutu pengendalian rekaman, hal ini sesuai/sejalan dengan klausul 4.2.3 tentang pengendalian dokumen dan klausul 4.2.4 tentang pengendalian catatan mutu (widodo, 2010).  

Selama audit yang dilakukan terhadap manajemen, terdapat juga temuan ketidaksesuain yang terjadi yaitu dalam manual mutu penunjukkan berdasarkan personil yang kebetulan menjabat jabatan tertentu, sehingga jika terjadi perubahan jabatan maka tidak harus tergantung dari jabatan yang pertama tetapi dapat jabatan lain. Disini terjadi kerancuan penunjukkan berdasarkan jabatan, dimana seharusnya penunjukkan wakil manajemen mutu bukan berdasarkan jabatan tetapi personil  dan tidak melekat pada jabatan. Hal ini tidak sesuai dengan klausul 5.5. tentang tanggung jawab, kewenangan dan komunikasi (Gaspersz, 2006). Selain itu tidak dilakukannya revisi pada manual mutu mengenai tupoksi jabatan yang sesuai dengan Permendiknas RI Nomor 7 Tahun 2007 sehingga perlu adanya revisi pada manual mutu tersebut. Kemudian terlihat belum terciptanya koordinasi yang baik antar seksi-seksi di LPMP Sumatera Selatan sehingga sedikit menggangu proses kegiatan. Hal ini tidak sejalan dengan klausul 5.5.3 tentang komunikasi Internal. (widodo, 2010) Langkah kongkrit yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengatasi masalah ini adalah dengan adanya kegiatan Outbound untuk membina kerjasama tim dan mempersolid kerjasama antar seksi dan subbag umum. Tetapi secara umum tidak mengganggu proses kegiatan utama dari Pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan.
2. Wakil Manajemen

Temuan ketidaksesuaian yang didapat dari wakil manajemen adalah 1). ditemukan ketidaksesuaian berupa revisi dokumen dikarenakan penyesuaian standar ISO 9001:2008 tidak ada permohonan revisi dari seksi/subbag. Perubahan dokumen sebaiknya ada permohonan revisi dari seksi/subbag yang mengajukan, tetapi terdapat revisi yang tidak di ajukan pemohonnya 2). ditemukan ketidaksesuaian berupa belum adanya berita acara pemusnahan dokumen yang terbit sebelum revisi penyesuaian standar ISO 9001:2008. Pemusnahan dokumen sebaiknya ada berita acara pemusnahan 3). ditemukan ketidaksesuaian berupa tidak terdokumentasinya pengendalian produk tidak sesuai. Ketidaksesuaian produk sebaiknya harus terdokumentasi dengan baik. Tiga hal diatas tidak sesuai/sejalan dengan klausul 4.2.3. tentang pengendalian dokumen. Jika dilihat dari kondisi ini maka ketidaksesuaian yang ada termasuk temuan tidak serius yang berarti bahwa ketidaksesuain tersebut tidak mengganggu proses kegiatan utama dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan.
3. Seksi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan (FSDP)
Setelah dilakukan wawancara terstruktur terhadap Kepala Seksi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan dan audit dilakukan kepada prosedur-prosedur yang ada pada seksi FSDP, maka diperoleh beberapa temuan ketidaksesuaian yaitu : 1). Laporan kegiatan diklat Pasca Uji Kompetensi Guru (UKA) provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 belum selesai disusun dan dijilid, hal ini bertentangan dengan klausul 4.2.3. tentang Pengendalian dokumen dan klausul 7.2. tentang proses berkaitan dengan pelanggan. (widodo, 2010). Laporan diklat ini yang semestinya harus diselesaikan minimal 1 minggu setelah kegiatan. 2). Ditemukan bahwa ada undangan yang tidak bernomor dan  penulisan laporan menggunakan beberapa jenis. Temuan ini tidak mengikuti klausul 4.2.3 tentang Pengendalian dokumen. Dari hasil audit tidak semua laporan dan undangan tidak bernomor dan menggunakan beberapa jenis huruf. Temuan ini dikatagorikan temuan tidak serius 3). Ditemukan bahwa penyusunan bahan ajar tidak difasilitasi Seksi FSDP. Dimana sebaiknya penyusunan bahan ajar harus difasilitas oleh seksi FSDP sebab seksi FSDP merupakan seksi yang harus memfasilitasi penyusunan bahan ajar. Hal ini tidak sejalan dengan klausul 6.1. tentang penyediaan sumber daya (widodo, 2010). 4). Ditemukan pada diklat Calon Kepala Laboratorium IPA SMA evaluasi diklat belum dianalisis sehingga belum dapat diketahui indeks kepuasan terhadap konsumen. Hal ini bertentangan dengan klausul 7.2. tentang Proses berkaitan dengan pelanggan dan klausul 8.2.1. tentang kepuasan pelanggan. 5). ditemukan bahwa referensi masih menggunakan  ISO 9001:2000. Referensi sebaiknya sudah menggunakan ISO 9001:2008 sebab sejak tahun 2010 penggunaan standar ISO 9001:2000 tidak berlaku lagi. Jika dilihat dari kondisi ini maka ketidaksesuaian yang ada termasuk temuan tidak serius yang berarti bahwa ketidaksesuain tersebut tidak mengganggu proses utama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan. Meskipun tidak mengganggu proses kegiatan utama, namun temuan tersebut harus dilakukan perbaikan sehingga proses penjaminan mutu di propinsi sumatera selatan dapat diwujudkan. 
4. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi (PMS)
Temuan ketidaksesuaian yang di temukan pada seksi PMS adalah Ditemukan adanya staf di seksi PMS tidak dapat menyebutkan visi dan misi lembaga, Kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dalam pemahaman visi dan misi lembaga. Hal ini tidak sesuai dengan dengan klausul 5.1. tentang kepemimpinan dan komitmen manajemen dan klausul 5.5.3 tentang komunikasi internal. kemudian ditemukan juga instrumen monitoring dan evaluasi sertifikasi tidak di verifikasi terlebih  dahulu dan belum ada bukti penetapan dan Kepala LPMP Sumsel. Instrumen monitoring dan evaluasi sebaiknya harus ada verifikasi serta harus ada bukti penetapan dan Kepala LPMP Sumsel. selanjutnya ditemukan ketidaksesuaian bahwa daftar hadir penyusunan instrumen sertifikasi tidak menggunakan form yang ditetapkan dan juga dokumen daftar hadir dan dokumen panduan sulit ditemukan sehingga tidak mampu telusur, hal ini tidak sejalan dengan klausul 4.2.3. tentang pengendalian dokumen. Temuan ini terjadi sebagai akibat dari kelalaian petugas dalam menyimpan dokumen. Temuan-temuan yang ada merupakan temuan yang terjadi bersifat hanya beberapa kejadian dan bukan pada semua kejadian. Seperti tidak ditemukannya daftar hadir ini bukan berarti terjadi di semua kegiatan tetapi hanya pada kegiatan penyusunan instrument sertifikasi saja. Masih banyak berkas yang mudah ditemukan dan teridentifikasikan. Kondisi ini terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaian dari petugas yang bertanggung jawab. Jika dilihat dari kondisi ini maka ketidaksesuaian yang ada termasuk temuan tidak serius yang berarti bahwa ketidaksesuain tersebut tidak mengganggu proses utama dari Pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan.
5. Seksi Pendataan dan Sistem Informasi (PSI)
Pada saat dilakukan audit, ada beberapa staf di seksi PSI tidak dapat menyebutkan visi dan misi lembaga, Kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dalam pemahaman visi dan misi lembaga. Hal ini tidak sesuai dengan dengan klausul 5.1. tentang kepemimpinan dan komitmen manajemn dan klausul 5.5.3 tentang komunikasi internal. kemudian ditemukan juga masih belum tersusunnya secara baik data pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu folder sehingga data tersebut tidak mampu telusur. hal ini tidak sejalan dengan klausul 4.2.3. tentang pengendalian dokumen (widodo, 2010). Temuan ini terjadi sebagai akibat dari kelalaian petugas dalam mendokumentasikan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Temuan-temuan yang ada merupakan temuan yang terjadi bersifat hanya beberapa kejadian dan bukan pada semua kejadian. Kondisi ini terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaian dari petugas yang bertanggung jawab. Jika dilihat dari kondisi ini maka ketidaksesuaian yang ada termasuk temuan tidak serius yang berarti bahwa ketidaksesuain tersebut tidak mengganggu proses utama dari Pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan.

6. Subbag Umum - Kepegawaian
Temuan ketidaksesuain yang ditemukan pada Subbag Umum – Kepegawaian adalah 1). ditemukan dalam penentuan rintisan gelar tidak diumumkan sehingga karyawan tidak mengetahui adanya beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Kondisi ini terjadi atas kelalaian dari staf subbag umum bagian kepegawaian sehingga merugikan karyawan lain. Hal ini tidak sejalan dengan klausul 7.2. tentang proses berkaitan dengan pelanggan 2). ditemukan ketidaksesuain bahwa terdapat surat masuk tentang laporan guru bantu tidak didisposisikan ke atasan. Temuan ini tidak terjadi pada seluruh surat masuk tetapi hanya terjadi pada beberapa surat saja dan akibat dari kelalaian petugas 3). Terkait PM-SBU-03 (Pengusulan Berkas) ditemukan ketidaksesuaian bahwa tidak ada pengumuman nama pagawai yang diusulkan pengumpulan berkas. Sesuai dengan prosedur yang ditentukan seharusnya ada pengumuman nama pegawai yang diusulkan tetapi yang pegawai yang diusulkan diberitahu saja. Semua temuan diatas dikatagorikan temuan tidak serius. Temuan-temuan yang ada merupakan temuan yang terjadi bersifat hanya beberapa kejadian dan bukan pada semua kejadian. Seperti tidak ditemukannya surat masuk yang tidak didisposisikan ke pimpinan, yang seharusnya didisposisikan. Temuan ini tidak terjadi pada seluruh surat masuk tetapi hanya terjadi pada beberapa surat saja dan akibat dari kelalaian petugas. Temuan-temuan yang terjadi tidak mengganggu proses kegiatan utama di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan.
7. Subbag Umum - Perencanaan

Pada Subbag Umum – Perencanaan ditemukan hasil audit : 1). Ditemukan bahwa PM-SBU-20 (Penyusunan Program) belum dijadikan acuan kegiatan penyusunan program kerja lembaga. Prosedur ini sudah dibuat tetapi belum diberlakukan seacara efektif dan disosialisasikan. Hal ini tidak sejalan dengan klausul 6.1. tentang penyediaan sumber daya.  2).  Terkait PM-SBU-20 (Penyusunan Program Kerja) ditemukan bahwa renstra LPMP Sumsel tidak "up to date” untuk dijadikan referensi dalam penyusunan program kerja lembaga. Ketidak uptodate an referensi terjadi pada renstra, tetapi pihak LPMP Sumsel mempunyai data yang up to date, tetapi tidak dilakukan revisi pada renstra. 3). Terkait PM-SBU-21 (Penyusunan LAKIP) ditemukan ketidaksesuaian bahwa ceklist kelengkapan LAKIP, Berita Acara Verifikasi & Validasi LAKIP tidak dibuat sebagaimana diatur pada butir 8,1, 8,7, dan 8,8. Ketidaksesuaian ini terjadi hanya pada format pembuatan ceklist tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi ceklist ini tetap ada. Hasil audit pada Subbag Umum - Perencanaan menunjukkan tidak terjadi temuan yang bersifat serius, temuan yang terjadi bersifat tidak serius. Temuan-temuan yang ada merupakan temuan yang terjadi bersifat hanya beberapa kejadian dan bukan pada semua kejadian. Seperti pembuatan ceklist kelengkapan LAKIP, ditemukan ketidaksesuaian dimana format pembuatan ceklist tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi ceklist ini tetap ada dan dilakukan pengecekan pada butir-butir yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP. Jika dilihat dari kondisi ini maka ketidaksesuaian yang ada termasuk temuan tidak serius yang berarti bahwa ketidaksesuain tersebut tidak mengganggu proses bisnis dari Pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan.
8. Subbag Umum - Perpustakaan

Ketidak sesuai yang ditemukan pada Subbag Umum – Perpustakaan adalah : 1). Ditemukan saat audit bahwa sebagian staf perpustakaan tidak mengetahui visi, misi, kebijakan mutu, dan sasaran mutu. Hal ini dikarenakan pihak perpustakaan kurang melakukan sosialisasi mengenai visi, misi, kebijakan mutu, dan sasaran mutu yang ada. 2). Ditemukan bahwa tidak ada prosedur yang mengatur peminjaman bahan pustaka oleh peserta diklat, termasuk persyaratan administrasinya. Pihak perpustakaan belum membuat prosedur tersebut, seharusnya prosedur ini ada. 3). Ditemukan saat audit bahwa surat tagihan tidak secara periodik diterbitkan sehingga cukup banyak bahan pustaka yang belum dikembalikan oleh peminjam yang telah melampaui batas tanggal peminjaman. Kondisi ini diakibatkan karena kelalaian petugas, walaupun  sebenarnya pihak perpustakaan mempunyai daftar bahan perpustakaan yang belum dikembalikan. Hal ini tidak mendukung klausul 4.2.3. tentang pengendalian dokumen. Jika dilihat dari kondisi ini maka ketidaksesuaian yang ada termasuk temuan tidak serius yang berarti bahwa ketidaksesuain tersebut tidak mengganggu proses bisnis dari Pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan.
9. Subbag Umum - Klinik

Ketidaksesuaian yang ditemukan pada Subbag Umum – Klinik adalah 1), Terkait PM-SBU-04 ditemukan bahwa rekaman terkait prosedur pelayanan kesehatan sudah didokumentasikan tetapi belum diarsipkan dengan baik. Pihak klinik belum melakukan sistem penyimpanan yang sesuai dengan standar ISO 9001:2008. Kondisi ini terjadi sebab pihak klinik merasa bukan termasuk proses utama dalam proses bisnis. 2). Terkait PM-SBU-11 ditemukan bahwa instruksi dan peringatan keadaan darurat belum dipasang di area LPMP. Ini kelalaian pihak klinik tidak memberikan papan peringatan mengenai keadaan darurat 3). Terkait PM-SBU-11 ditemukan bahwa auditee tidak mampu menjelaskan prosedur kesiagaan dan tanggap darurat. Kondisi ini terjadi dikarenakan pihak klinik tidak melakukan sosialisasi prosedur kesiagaan dan tanggap darurat. Temuan-temuan yang ada merupakan temuan yang terjadi bersifat hanya beberapa kejadian dan bukan pada semua kejadian dan juga termasuk kategori ketidaksesuaian tidak serius.
3. Subbbag Umum - Perlengkapan

Setelah dilakukan terhadap Kepala Urusan dan audit dilakukan kepada prosedur-prosedur yang ada pada subbag umum - perlengkapan, maka diperoleh 2 temuan ketidaksesuaian yaitu adanya beberapa barang inventaris kantor (Laptop) belum diberi label inventaris sehingga rekaman inventaris tidak terkendali. Hal ini tidak sesuai dengan klausul 6.3. tentang infrastruktur/sarana dan prasarana. (widodo, 2010). Hal ini terjadi karena kelalaian staf yang mengurusinya. Kemudian temuan kedua adalah masih adanya staf yang belum mampu menyebutkan visi dan misi lembaga, Kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dalam pemahaman visi dan misi lembaga. Hal ini tidak sesuai dengan dengan klausul 5.1. tentang kepemimpinan dan komitmen manajemn dan klausul 5.5.3 tentang komunikasi internal. Jika dilihat dari kondisi ini maka ketidaksesuaian yang ada termasuk temuan tidak serius yang berarti bahwa ketidaksesuain tersebut tidak mengganggu proses utama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan. Meskipun tidak mengganggu proses kegiatan utama, namun temuan tersebut harus dilakukan perbaikan sehingga proses penjaminan mutu di propinsi sumatera selatan dapat diwujudkan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap sistem manajemen mutu di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumtaera Selatan dilaporkan dan dikonfirmasi dengan kepala LPMP Sumatera Selatan dengan menggunakan wawancara terstuktur dengan mengacu pada Focus Group Discussion (FGD) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tanggapan Kepala LPMP Sumatera Selatan mengenai temuan yang ada sangat baik. Hasil temuan penelitian ini dipandang perlu langsung dilakukan perbaikan-perbaikan (widodo, 2012). Yang dituangkan dalam lembar disposisi kepada pejabat LPMP Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Salah satu hasil temuan dalam penelitian yang muncul adalah masih rendahnya pemahaman karyawan LPMP Sumtera Selatan tentang visi, misi dan tujuan lembaga. 

Upaya konkrit yang dilakukan oleh pihak lembaga untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang visi, misi dan tujuan lembaga, LPMP Sumatera Selatan melakukan suatu kegiatan In House Training (IHT) untuk peningkatan kompetensi karyawan dan peningkatan pemahaman karyawan terhadap visi, misi dan tujuan lembaga. Visi dan misi lembaga ini sudah mengacu kepada analisis TOWS (Threats, Opportunities, Weaknesses, and Strengths) yang dilakukan dalam rangka mendukung penelitian ini.         

Penerapan ISO 9001:2008 pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan akan memberikan dampak yang baik bagi kinerja organisasi sebab akan mengarahkan organisasi ini untuk mencapai tujuannya. Adapun dampak kinerja yang baik akan terjadi sebagai akibat dari penerapan ISO 9001:2008 pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan adalah :

1. Tercapainya target pekerjaan yang dituangkan pada sasaran mutu setiap unit kerja pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan
2. Adanya indicator keberhasilan dari suatu kegiatan sehingga terdapat ukuran yang jelas dari suatu pekerjaan
3. Semua pekerjaan berdasarkan standar operating prosedur sehingga pekerjaan terukur dan terarah sehingga tercapainya ukuran kinerja yang dikehendaki
4. Semua pekerjaan dinilai berdasarkan proses tidak hanya berdasarkan hasil kerja saja, sehingga dapat dipantau progress suatu pekerjaan.
5. Adanya peningkatan berkelanjutan dari penerapan  ISO 9001:2008 sebab tujuan yang sudah tercapai akan ditingkatkan lagi kualitas maupun kuantitasnya sehingga kinerjapun akan semakin meningkat.

6. Semua pegawai di  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan dilibatkan bagi perkembangan organisasi sehingga seluruh pegawai akan mempunyai komitmen bagi perkembangan organisasinya. 
7. Pimpinan lebih mudah memantau seluruh kegiatan sebab sudah mempunyai standar-standar kegiatan yang jelas.
Dari kondisi-kondisi di atas maka penerapan ISO 9001:2008 pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan akan memberikan dampak yang baik bagi kinerja organisasi dan individunya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 pada  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan sudah berjalan relatif baik. Hasil ini didapat dari temuan-temuan hasil audit yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian-ketidaksesuaian yang ditemukan bersifat tidak serius atau dapat dikatakan tidak mengganggu proses bisnis dari Pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan. Selain itu ditemukannya ketidaksesuaian ini dapat dimaklumi sebab filosofi dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 adalah improvement. Sehingga selalu perlu adanya perbaikan-perbaikan terhadap sistem manajemen mutu yang ada.

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan dapat melakukan perbaikan-perbaikan terus dikaji secara mendalam sehingga implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dapat berjalan dengan baik.
2. Untuk dapat menindaklanjuti hasil temuan ketidaksesuaian maka sebaiknya pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan melalui sekretariat ISO selalu memantau tindakan perbaikan pada masing-masing unit kerja yang ditemukan ketidak sesuaian.
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